BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2000,
TENTANG :

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujuckan demokrasi dalam
penyelenggaraan pememntahan desa  perlu
memperhalikan aspirasi masyarakal desa dalam
memibh kepala des3;

b. bahwa unluk lerlibnya penydenggaraan pemiihan
kepala desa sebagaimana dmaksud dalam huruf 2,
peru mengatur {ata cara pencalonan, -pemihan,
pelanfikan dan pemberhentian kepala desa d
Kabupaten Bogor dengan peraturan daerah.

Mengingal : 1. Undangundang Nomor 14 Tahun 1950 fentang
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dalam
: Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950

Nomor 8); ' )




A
‘;.J‘)

. Undangundang Nomor 9 Tahun 1998 tenlang

Kemerdekaan Menyampakan Pendapat Dimuka
Umum (Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1939 {entang

Pememniahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Teknk Penyusunan Peraluran Peundang-
undangan dan Benfuk Rancangan Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pem erintah, dan Rancangan

Keputusan Presiden;

. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun

1993 fentang Pelunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Perislilshan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 f{entang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ......



‘)‘.

Menetapkan
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: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  KEPALA
DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bogor;

2. Bupati adalah Bupati Bogor;

3. Camal adalah kepala kecamatan sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

4. Desa alau yang dsebul dengen nama fain,
selanjulnya dsebul desa, adalah kesatuan
masyarakal hukum yang memiliki kewenangan
untuk  mengalur dan mengurus kepentingan
masyarakat selempat berdasarkan asal usul dan
adat isliadal selempal yang dakui dalam sislem
pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten;

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerntah Desa dan
Badan Perwakilan Desa; ~

6.Pemerintah .......
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10.

1.
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. Pemernintah Desa adalah kepala desa afau yang

disebut dengan nama {ain dan perangkat desa;

. Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut dengan

nama lan yang selanjulnya dsebul BPD adalah
badan perwakilan yang lerdri atas pemuka-pemuka
masyarakal yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi ada istiadat, membuat peraturan desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
seta  melakukan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan Pemenntahan Des3;

. Panilia Pemilhan adalah panitia pemiihan kepala

desa yang dbentuk oleh Badan Perwakilan Desa;

. Bakal Calon adalah warga desa setempat ‘yang

lelah mendaftarkan din kepada panifia pemilhan
pada tahap penjaringan;

Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah
dietapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak
dpiih menjad kepala desa;

Calon Terpilih adalah calon kepala desa yang

memperdeh dukungan suara terbanyak dalam
pemiihan kepala desa;

Penjabal Kepala Desa adalah perangkat desa atau
warga desa selempal atau pejabat lain yang
dangkat deh bupali berdasarkan usulan BPD
unfuk melaksanakan fugas sebagai kepala desa
sampai dengan fterplihnya kepala desa hasil
pemilihan;

13.Pemilih ......
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13.

14.

15.

16.

17.

Pemilh adalah warga desa setempat yang telah
memenuhi persyaralan untuk menggunakan hak
pihnya;

Hak Memih adaleh hak warga desa unfuk
meneniukan pilhan dalam pemiiihan kepala desa;

Penjaringan adalah fehapan kegialan yang
diakukan oleh paniia pemithan  unluk
mendapatkan bakal calon;

Penyaringan adalah tahapan kegialan yang
diakukan oleh paniia pemithan  uniuk
mendapatkan calon kepala desa;

Pejabat adalah PNS d fingkungan Pemenniah
Kabupalen Bogor.

BAB il

PERSYARATAN DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal2

Yang dapat dipilh menjad kepala desa adalah warga
negara Indonesia yang:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esg;

b. selia dan laat kepada Pancasia dan Undang

undang Dasar 1945;
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. fidak pemah terfbal langsung atau tidak langsung

dalam kegialan yang mengkhianali Pascasila dan
Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau
kegiatan organisasi terlarang lainnya;

. berpendidikan  sekurang-kurangnya  Sekolah

Lanjutan  Tingkat Petama dan  alau
berpengelahuan yang sederaial;

. berumur sekurang-kurangnya 25 {dua pukh lima)

{ahun, selinggHlingginya 60 (enam pukh) fahun
dhitung pada saat pendafiaran;

. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata lidak terganggu fwafingatannya;

. berkelakuan bak, jujur dan adl,

. tidak pemah dihukum penjara karena melakukan

tindak pidana;

. fidak dicabut hak piibnya berdasarkan keputusan

pengadian yang mempunyai kekualan hukum
{etap;

. mengenal desanya dan dkenal deh masyarakat

desa setempat;

. bersedia dcalonkan menjad kepala desz;

lerdafiar secara sah sebagai warga desa setempat
dan bertempat tinggal d desa tersebut sekurang-

kurangnya 2 {dua) tahun terakhir dengan fidak
terputus-putus;



n. bagi pegawal negen sipi/anggola TNI/Poi,

mendapatkan perselujuan tertulis dari pejabal alau
alasannya yang berwenang.

Pasal3

Yang dapat memith kepala desa adalah warga negara
Indonesia yang:

a

sudah berusia 17 (ujuh belas) tahun atau telah
menikah pada saal pendaftaran pemith;

nyata-nyata tidak terganggu jiwafingalannya;

tidak dcabut hak piihnya berdasarkan kepulusan
pengadlan yang mempunyai kekuatan hukum
{etap;

lerdaflar secara sah sebagai warga desa dan
berlempat finggal d desa setempal sekurang
kurangnya 6 (enam) bulan lerhitung pada saal
pendaftaran pemilih;

lercatal dalam daflar pemilh yang dbuat deh
panitia pemilihan, dan dsahkan deh BPD.



BAB il

TATA CARA PENCALONAN DAN
PEMLHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

Penifia pemilihan dbentuk dan dietapkan dengan
Keputusan BPD, 6 (enam) bulan sebelum berakhimya
masa fabalan kepala desa, dengan tedebih dahulu
memberitahuken secara lerfulls kepada kepala desa

fenlang akan dselenggarakannya {ahapan-iahapan
pemiihan kepala desa.

Pasal §

Panitia pemilihan terdn dan:
a. unsur BPD;
b. unsur perangkat desa.

Pasal6

Susunan panilia pemilihan terdini dari ketua, sekretaris,
dan anggota-anggota.
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Pasal 7

Bakal calon kepala desa tidak bdeh dtunjuk menjad
panitia pemilihan.

Pasal 8

Tugas panilia pemilihan adalah sebagai berikut :

melaksanakan penjaringan dan  penyaringan
adminvstrasi bakal calon;

menenma pendaftaran bakal calon;

melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak
memih yang dsusun dalam dafiar pemih yang
dlandatangani cleh kelua dan sekrelaris panilia
pemilhan serta dsahkan oleh BPD;

menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk
dsahkan odeh BPD;

menyiapkan sural undangan bagi penduduk yang
berhak memilih;

menyiapkan karfu suara dan kolak suara serta
perlengkapan lannya dalam rangka pemungutan
suara dan penghitungan suara;

mengajukan fencana tempal dan  wakiu
pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;

mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan
daflar pendudsk yang berhak memilh dlempal-
{empat yang dapat dbaca penduduk;

i.melaksanakan......
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i. melaksanakan undan {anda gambar calon;
j. melaksanakan pemungulan suara;
k. melaksanakan penghiiungan suara;

I. membual berila acara dan melaporkannya kepada
BPD;

m. menyampakan  laporan  perlanggungjawaban
keuangan kepada BPD;

n. menjaga kelertiban dan keamanan dalam
pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 9

Pemnjaringan bakal calon diaksanakan oleh paniia
pemiihan selama kurun wakiu 30 (iga pukih) hari
melalui pengumuman secara fertulis di tempat-tempat
umum.

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dmaksud dalam Pasal 9
sekurang-kurangnya memuat :

a. waklu dmulainya dan berakhirnya pendaftaran
bakal calon;

b. persyaratan adminisirasi bakal calon;
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¢ rencana waklu tahapan pemibhan pemungutan
suara,

Pasal 11

Panilia pemilihan menerima pendafiaran bakal calon
yang mendaflarkan diri secara terlulis di atas kerias
bermaterai cukup.

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri fidak
mencapai jumiah 2 (dua) orang pada saal berakhimya
wakiu penjaringan sebagaimana dmaksud dalam

Pasal 9, maka penjaringan dperpanjang 14 {empat
belas) hari.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon yang mendaflarkan dri tidak
juga mencapai jumiah 2 (dua) orang pada saat
berakhimya perpanjangan waklu  penjaringan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 12, maka
penjaringan dperpanjang untuk kedua kalinya selama
14 {empat belas) hari.. .
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Pasal 14

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan dri tidak
jusua mencapai jumish 2 (dua) orang selelah
pepanjangan waklu penjanngan yang kedua
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 13, maka
penjaringan dnyatakan dilutup.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 18

Persyaratan administrasi bakal calon dserahkan deh
bakal calon kepada panilia pemiihan, selambal-
lambalnya 7 (ujuh) har sebelum berakhimya wakiu
penjanngan.

Pasal 16

Jumizh calon ditetapkan sekurangkurangnya 2 (dua)
orang, sebanyak-banyaknya 6 {enam} orang.

Pasal 17

Penyaringan calon diakukan oleh panilia pemilihan,
alas dasar : : .
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a. kelengkapan persyaratan adminisirast
b. kebenaran formil persyaratan administras;

c. seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal
bakal calon melebihi 6 {enam) orang.

d. pengaturan lebih lanjul mengenal tala cara seleksi
kemampuan sebagaimana dmaksud huruf ¢, datur
lebih lanjut deh bupati.

Pasal 18

Hasi penyaringan calon sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 17 dluangkan dalam benta acara rapat
panitia pemiihan yang diandatangani oleh kelua,
sekrefaris dan  anggola-anggola panilia  seria
dlaporkan kepada BPD.

Pasal 19

Calon kepala desa dielapkan dengan Kepulusan 8PD,
paing fambat 7 {tujuh) hari sejak dierimanya laporan
hasil penyaringan dari panitia pemihan.
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Pasal20

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat

menetapkan lentang dlangsungkannya alau tidak
dlangsungkannya pemilhan kepala desa.

Pasal21

Dalam hal BPD menelapkan pemilihan kepala desa
lidak dlangsungkan sebagaimana dmaksud dalam
Pasal 20, maka pemilhan kepala desa diunda
selama-lamanya 1 (salu} tahun.

Bagan Keempat
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 22

Kampanye dlaksanakan 8 {delapan) han menjelang
hai pemungutan suara dengan keleniuan selama-
lamanya 6 (enam) hari masa kampanye dikuli masa
tenang selama 2 {dua) hari.

Pasal 23

Undan fanda gambar dlaksanakan deh paniia
pemiihan d hadapan para calon dengan disaksikan
deh pejabal, selambal-lambatnya 2 {dua} han sebelum
pelaksanaan kampanye.

Pasal24 ......
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Pasal 24

{1) Kampanye dapal dilaksanakan dengan cara:

a. penyampaian pendapal d tempal umum dalam
benluk dialog terbuka, dskusi dan rapal umum;

b. pemasangan {anda gambar, bendera atau
atribut d tempat umum.

() Dikecualikan  dari  tempallempat  umum
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adaleh :

a. rumah sakit;
b. sekolah;
¢. kantor-kantor pemerintah;

d. lempat-lempal penbadalan seperti mesjid,
musholla, vihara, gereja, dan tempal-tempat
lain yang sejenis.

() Kampanye fidak dperkenankan diakukan secara

berlebhan dengan membagi-bagikan uang, barang
alau fasilitas lainnya, serta tidak dbenarkan
mengadakan pawai atau konvai;

{4 Seélama masa kampanye lidak dbenarkan
melakukan inlimidasi dan menghujat dantara calon.
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Bagan Kelima
Sanksi Kampanye
Pasal 25

{1) Panitia pemiihan dapal memberkan sanksi bagi
pelanggaran sebagaimana dmaksud dalam pasal
24 ayat (3) dan ayat (4), berupa pesingatan.

{2) Dalam hal peringatan paniia sebagaimana
dmaksud dalam ayat (1) sudah dberikan sebanyak
2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran,
maka BPD dapat mencabut slalus yang
bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara

Pasal 26
Pemungutan suara dlaksanakan odeh panitia
pemiihan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adl dengan dihadiri deh para calon dan saksi
yang mewakii calon serta dawasi deh pejabat.

Pasal2? .. ...
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Pasal 27

(1) Pemberian suara diakukan oleh penduduk yang
berthak memikh dengan cara memih salsh salu
{anda gambar yang bentuk, model, ukuran, dan
wamanya dtetapkan oleh BPD.

{2) Tanda gambar sebagaimana dmaksud dalam ayat
{) tidk boleh sama dengan {anda gambar
organisasi peserta pemilu dan alau simbd
organisasilembaga pem erintah/agama.

(3) Pembenan suara oleh penduduk yang berhak
memih tidak dapal dwakikan dengan alasan

apapun.

Pasal 28

(1) Jumizh quorum uniuk sahnya pemungutan suara
adalah 2/3 {dua per liga) dari jumiah dafiar pemilh
yang telah disahkan oleh BPD.

(4 Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum tercapai sampai balas wakiu yang
telah dielapkan, maka pemungutan suara
dperpanjang selama-lamanya 2 {dua) jam.

(3) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) belum lercapai, seledah dadakan
perpanjangan wakiu sebagaimana dmaksud dalam
ayal @), maka pemungulan suara dperpanjang
untuk kedua kalinya selama-lamanya?2 (dua) jam.

(4)Dalam .......
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(4 Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayat {1) belum lercapai sefelah perpanjangan wakiu
yang kedua sebagaimana dmaksud dalam ayat (3)
maka pemungulan suara dundur selambat-

lambatnya 30 (figa puluh} hari.

{0) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) belum fercapai sefelah dundwr 30 (liga
puluh) han sebagaimana dmaksud dalam ayat (4),
maka pemungutan suara dperpanjang selama-
lamanya 2 {dua) jam dengan quorum Yz {setengah)
ditambah satu dari jumiah daftar pemilih.

) Dalam hal quorum % (setengah) diambah salu
sebagaimana dmaksud dalam ayal ) tidak
fercapai maka pemiihan kepala desa diunda
selama-lamanya 1 (salu) tahun.

Bagan Ketujuh
Penghitungan Suara
Pasal29

(1) Penghiftungan suara dilaksanakan oleh panilia
pemiihan segera setelah berakhimya pemunguian
suara dengan disakskan oleh calon dan alau
wakiinya serla dawasi deh pejabat.

() Panitia memerksa keuluhan kolak suara seria
membuka kdak suara dan menghitung surat suara

dhadapan para saksi.
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Pasal 30

(1) Surat suara dnyatakan tidak sah jika :

a. fiddk menggunzkan swal suara yang lelzh
dietapkan;
b. tidak dtandatangani deh panilia pemilihan;

¢. terdapal tanda gambar dan atau tulisan lain
selain yang telah dtelapkan;

d memuat {anda-tanda lan yang menunjukan
identitas pemilih;

e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 {salu)
calon;

f. mencablos d luar kolaklingkaran tanda gambar.

{2) Dalam hal tenad perbedaan pendapal mengenai
sah alau fidak sahnya surat suara antara para saksi
maka keputusan dtentukan deh panitia pemifhan.

Bagan Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 31

(1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak
dnyatakan sebagai calon lerpilih, apabila mendapat
ddungan suara  sekurangkurangnya 16
{seperenam) dari jumlah warga yang menggunakan
hak piih.

(2)Dalam .......
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{2 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang
memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama
maka diakukan pemihan ulang selambal-
lambainya 30 f{liga puiuh) hari selelah
penghilungan suara.

(3) Pemiihan ulang sebagaimana dmaksud dalam
ayal {2) hanya dlakukan terhadap para calon yang
memperoleh dukungan suara terbanyak.

{4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperdeh
dukungan suara ferbanyak yang sama selelah
diakukan pemilhan ulang sebagaimana dmaksud
dalam ayat (3) maka penenluan calon ferpilih
dlakukan oleh paniia pemilhan dengan cara
seleksi pengetahuan umum.

Pasal 32

Penetapan calon terpilih sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 31 diuangkan dalam besita acara yang
dbuat deh panitia pemiihan dan dlaporkan kepada
BPD, selambal-lambalnya 2 (dua) hari setelah

penghilungan suara. :

Pasal 33

Pengangkatan calon lepilh sebagai kepala desa
diakukan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya
2 {dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia
pemikhan. ~ '
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Pasal 34

Keputusan BPD tenlang pengangkalan kepala desa
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 33 diaporkan

kepada bupali selambat-lambainya 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan.

Pasal 35

Bupali menerbitkan keputusan tentang pengesahan
keputusan BPD sebagaimana dmaksud dalam Pasal
34 selambat-lambainya 14 {empat belas) hari sejak
diterimanya keputusan BPD.

Bagian Kesembilan
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 36
Pelanikan kepala desa diakukan oleh bupati,

selambal-lambalnya 30 ({liga puluh} hari sejak tanggal
pengesahan keputusan BPD.

Pasal 37

Sebelum memangku jabalannya kepala desa
mengucapkan sumpahfjanji sebagai berikut: '

“Demi Allah ......



0.

"Demi Allah {Tuhan), saya bersumpahbesjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala
desa dengan sebaik-baknya, seupr-ujumya, dan
seadtadinya; bahwa saya akan selal {aat dalam
mengamalkan dan memperiahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan  demokrasi dan Undang-
undang Dasar 1945 sebagai konsfitusi negara serta
segala peraturan per Undang-undangan yang beraku
bagi desa, daerah, dan Negara Kesaluan Republik
Indonesia”.

Bagian Kesepuluh
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 38

(1) Kepala desa dangkat unfuk masa jabalan S (ima)
{ahun terhilung sejak tanggal pelantikan.

(2) Sesearang hanya bdeh menduduki jabalan kepala
desa unluk 2 (dua) kali masa jabatan bak berturut-
turut maupun tidak berfurut-turut.

{3} Pembatasan 2 (dua) kali masa jabatan
sebagaimana dmaksud dalam ayat {2) berlaku pula
bagi seseorang yang lelah mendudski jabalan
kepala desa berdasarkan pemiihan yang
diaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1998 tenlang Pemerintahan

{4)Bagi .......



{4) Bagi kepala desa yang lelah menduduki jabatan
kepala desa berdasatkan pemilhan yang
dlaksanzkan sebeum berdakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 fentang Pemerintahan
Daerah, tetap melaksanakan fugasnya untuk masa
jabatan 8 {delapan) fahun, sepanjang yang
bersangkutan dnilai bakk oleh BPD.

() Masa jabatan kepala desa sebagaimana dmaksud
dalam ayal (4) danggap sama dengan 1 {salu} kal
masa jabalan sebagaimana dmaksud dalam ayal
(1).

' Bagan Kesebelas
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 39

(1) Biaya pemilihan kepala desa dsesuaikan dengan
kemampuan keuangan desa  setempal, yang
ddapat deri golong royong berdasarkan hasil
musyawarah dengan BPD yang diuangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

{2) Biaya pemiiihan kepala desa dpergunakan dengan

prinsip hemat dan wajar lerthitung seak saat
persiapan sampai pelantikan.



-24-

BABIV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 40

(1) BPD memberitahukan kepada kepala desa
mengenai akan berakhimya masa jabatan kepala
desa secara lerfulis 6 {enam) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

@3 (figa) bulan sebelum berakhir masa jabatan,
kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban
akhir masa jabatan kepada BPD.

3) Selambat-lambalnya 2 (dua) bulan sebelum
berakhimya masa jabatan, BPD segera memproses
pemilihan kepala desa yang baru.

{4) Kepala desa yang perianggungjawaban akhir masa
jabalannya didak deh BPD, lidak dapal
dcalonkan kembali menjad kepala desa.

BABV
LARANGAN BAGI KEPALA DESA
Pasal 41

Kepala desa diarang:
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. membual kepulusan yang ececara khusus
memberikan kewenangan bagi drinya, anggola
keluarganya, kroninya, gdongan terlentu, atau
kelompoknya yang secara nyala merugkan
kepentingan umum atau mendskriminaskan warga
negara dan gd ongan masyarakat lainnya;

. melakukan pekejaan lan yang memberikan
keunlungan bagi diinya, bak secara langsung
maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan
desa yang bersangkulan;

. Mmenerima uang, barang, dan atau jasa dar pihak
lain yang palut dapat dduga akan mempengaruhi
kepulusan atau tindakan yang akan diakukannya;

menjad advokat alau kuasa hukum dalam suatu
perkara d pengadilan selain mewakik desanya.

BAB Vi

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 42

{1) Kepala desa dapat dberhenlikan semeniara dan

jabalannya deh bupali alas usul BPD dalam hal
yang bersangkulan diuduh alau tersangkut dalam
sualu findak pidana yang perkaranya dalam proses
pengadlan. '



{2 Selama kepala desa dberhentkan semeniara,
fugas sehari-hari dilakukan deh penjabat kepala
desa yang dielapkan oleh bupali atas usul BPD.

{3)Bupali mencabut kepulusan pemberhenlian
semeniara dalam hal kepala desa yang
bersangkulan lidak djaluhi pidana berdasarkan

kepulusan pengadilan yang felah mempunyai
kekualan hukum tefap, atas usul BPD.

{4) Dalam hal pengadian fingkal pertama atau fingkat
bandng menetapkan kepala desa yang
bersangkutan dialuhi pidana, sedang yang
bersangkulan melakukan upaya bandng atau
kasasi, maka selambal-lambalnya 90 (sembiian
puluh) han sejak pulusan pengadilan dmaksud,
BPD mengusulkan kepada bupali  uniuk
memberhentikan kepala desa yang bersangkutan,
tanpa menunggu selesainya upaya bandng atau
kasasi tersebut.

©) Kepala desa yang seleah melaki proses
pengadian femyala lidak djeluhi pidana
berdasarkan kepufusan pengadian yang telah
mempunyai  kekuatan hukum vyang telap,
drehabilitasi namanya deh bupali, dan dakiifkan
kembali sebagai kepala desa sampai saat
berakhimya masa jabatan, atas usul BPD.

Bagian ......
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Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 43

Kepala desa berhenti alau dapat dberhentikan
alas usul BPD karena:

a

b.

C.

meninggal dunia;
mengajukan berhenli atas permintaan sendri;

berakhir masa jabalannya dan telah diantk kepala
desa yang bary;

lidsk lagi memenuhi syaral dan alau melanggar
sumpah/janyi;

melakukan pertbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan yang
bedaku dan alau noma yang hidp dan

berkembang dalam masyarakat desa;

mengalami krsis kepercayaan publk yang luas
akibat kasus yang melibatkan langgung jawabnya,
dan kelerangannya alas kasus itu didak deh BPD;

didak  perlanggungjawabannya odeh BPD
sebanyak dua kafi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.



Pasal 44

{1) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 hunf 3, b
dan ¢, dielapkan dengan kepulusan BPD dan
disahkan oleh bupati;

{2) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 huruf d, e,
f dan g berdasarkan keputusan BPD yang dambil
dalam rapat BPD yang dhadi oleh seluruh
anggota BPD, dan dselujui deh 2/3 (dua perliga)
anggota BPD.

Pasal 45

(1) Dalam hal kepala desa lidak dapat menjalankan
kewajbannya sebagai kepala desa karena sakit
sampai 6 (enam) buian berlurut-turut maka
sekrefaris desa alau yang dsebut dengan nama
lain diunjuk oleh bupati untuk melaksanakan tugas
selaku kepala desa atas usul BPD. ‘

() Apabila berdasarkan kelerangan tim pengui
kesehalan bahwa kepala desa sebagaimana
dmaksud dalam ayat (1) belum dapat menjalankan
fugasnya maka bupali memberhentikan yang
bersangkutan dari  jabalannya dan menetapkan
penjabal kepala desa atas usul BPD.
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BABVII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 46

(1) Penjabal kepala desa dangkat dengan keputusan
bupali dari perangkal desa, warga desa alau
pejabat {ainnya atas usul BPD.

{2) Penjabat kepala desa diantk oleh bupati.

) Sebelum memangku jabatannya, penjabal kepala
desa mengucapkan sumpahfianji sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 37.

{4 Hak dan kewazjban penjabat kepala desa
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) sama
dengan hak dan kewajiban kepala desa
sebagaimana dalur berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.

BABVII
PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 47

(1) BPD dapal membatalkan hasil pemilhan jika
terdapat:

a. kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan
pemithan, dan dapal dbuklikan bahwa
seandainya fidak lerdapal  kecurangan-
kecurangan tersebut, calon terpilh tidak akan
mendapal dukungan suara tetbanyak;

b.pemalsuan .......
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b. pemalsuan jjazah dan umur sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 2 huruf ddan e

{2) Pembatalan sebagaimana dmaksud dalam ayat (1)
dlakukan sebelum pelantikan kepala desa.

3) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan
fazah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum dapat dbukikan, maka pelaniikan
kepala desa telap dlaksanakan.

{4) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan
jazah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) dkelahui alau dapal dbukikan selelzh
pelantikan, maka bupali alas usud BPD
memberhentikan yang  bersangkutan  serla
mengangkat penjabat kepala desa.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENCALONAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 48

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai
dengan pelantkan kepala desa tidak dapat
diaksanakan fepat wakiu sesuai berakhimya masa
jabatan kepala desa, maka bupali alas usul BPD
memperpanjang masa jabalan kepala desa uniuk
jfangka wakiu selama-tamanya 1 {satu) tahun.
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BABX
PEMBINAAN
Pasal 49

{1) Bupali melakukan pembinaan uniuk menjamin
terselenggaranya proses pemiihan kepala desa
berdasarkan peraturan daerah ini.

{2) Bupati melakukan pembinaan bagi kepala desa
yang baru dianlik agar mampu menyelenggarakan
Pemerinlahan Desa dengan baik.

BABXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Jika perhilungan 2/3 (dua pertiga), %2 {selengah)
dtambah 1 (salu} alau 16 (seperenam) sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 44
menghasikan angka dbelakang koma, maka
dbulatkan ke alas.



BABXl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Bupali dapal mendelegasikan kewenangannya uniuk
melaksanakan sebagaimana dmaksud dalam Pasal
306, Pasal 46 ayat ) dan Pasal 48 kepada pejabat
tingkat kabupaten atau camat.

Pasal 52

Hakhal kin yang belum datur atau belum cukup datur
calam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut
teknis pelaksanaannya datur lebih lanjut deh bupati.

Pasal 53

Dengan berakunya peraluran daerah ini, maka
Peraluran Daerah  Kabupalen Bogor  Nomor
141/PerdaB/OPRD/1983  ftentang Tala Cara
Pengambian Sumpah/Janj dan Pelantikan Kepala
Desa, dcabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal54

Peraluran daerah i mulai bedaku pada tangg
diundangkan. . .



Agar seliap orang dapal  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daersh i
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,
ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan d Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRET.ARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd
DUDDY SUJUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 15
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Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA

NIP. 010.081.222.



